
 70  

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perkawinan siri yang menurut Hukum Islam sah yang hanya karena 

memenuhi syarat dan rukun Islam tidak pula kedudukan anak yang 

dilahirkan dari perkawinan siri sah karena sebagaimana dalam pasal 

99 Kompilasi Hukum Islam Anak sah adalah anak yang dilahirkan 

dari perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 42 UU Perkawinan, 

begitu pula dengan hubungan keperdataannya, anak dari 

perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu 

dan keluarga ibunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 UU 

Perkawinan. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang 

memenuhi ketentuan tidak hanya syarat dan rukun Islam, bahkan 

proses administratif seperti pencatatan perkawinan menjadi 

ketentuan kedudukan hukum perkawinan tersebut. Dengan 

demikian, untuk mendapatkan kedudukan anak akan mudah 

didapatkan kemudian hak anak pun akan terjamin termasuk 

mempunyai hubungan dengan ibu bahkan ayahnya yang harus 

bertanggung jawab merawat, mendidik serta menafkahi salah satu 

hak anak yang harus diberikan. Putusan Mahkamah Konstitusi salah 

satu upaya dalam perlindungan kedudukan anak dari perkawinan 

siri yang melengkapi Pasal 43 UU Perkawinan, anak yang dilahirkan 

dari perkawinan siri tidak hanya mempunyai hubungan perdata 
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dengan ibu dan keluarga ibunya tetapi mempunyai hubungan 

dengan ayah dan keluarga ayahnya yang di dasari alat bukti hukum 

yang membuktikan mempunyai hubungan darah.  

2. Akta kelahiran anak dari perkawinan siri sudah dapat diterbitkan 

dengan mencantumkan nama ayahnya, dengan syarat penetapan 

dari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. Orangtua anak 

tersebut mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal 

pengesahan anak dengan membawa alat bukti misalnya surat 

pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang 

membuktikan mempunyai hubungan darah. Melengkapi Putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut untuk lebih akurat sebaiknya 

perkawinan siri tersebut di istbatkan kemudian dicatatkan melalui 

pencatatan sipil, dengan begitu akta kelahiran dapat di terbitkan 

dengan dasar akta perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 55 

ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyatakan “asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan 

dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat 

yang berwenang”. 

B. Saran  

1. Perkawinan siri yang telah terjadi agar di istbatkan kemudian 

dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga 

perkawinan tersebut sah menurut Agama Islam dan sah menurut 
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Hukum. Selain perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan dari 

perkawinan tersebut mempunyai kedudukan hukum yang sah 

sehingga orang tua harus memberikan hak anak sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 

2. Setelah mendapatkan kedudukan perkawinan yang sah maka akta 

kelahiran anak yang dimohonkan tidak mencantumkan nama 

ayahnya sebaiknya agar mengajukan permohonan penerbitan akta 

kelahiran anak tersebut dengan dasar akta perkawinan yang sah 

bahkan alat bukti lain yang membuktikan hubungan ayah dan anak, 

maka akta kelahiran yang terbit akan tercantum lengkap nama ibu 

dan ayahnya sehingga kelangsungan hidup anak akan terjamin 

karena apabila akta kelahiran diterbitkan hanya mencantumkan 

nama ibunya tanpa mencantumkan nama ayahnya akan berdampak 

buruk pada kelangsungan hidup anak ke depannya.  
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